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Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan

Daerah Nomor Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu ditetapkan
Peraturan  Gubernur tentang Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 .

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
~ Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6516);



o

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nemeor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas

Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional danjatau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomar S387) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

2 Tahun
2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor

4, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
6757);
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7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6865);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 165);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan
Pemerintahan Daerah

Pengawasan Penyelenggaraan

(Lembaran  Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpiné.n dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6847);




15.

16.

17.

18.

19.

slle

. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6224);

.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan ~ Keuangan Daerah  (Lembaran Negara

Republik idonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi

Daerah

Penyelenggaraan Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara RepubliK Indonesia Tahun 2023 Nomor

85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah

serta  Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);




Menetapkan :

22.Peraturan Daerah Nomor

23. Peraturan ‘Daerah Nomor

. .

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021

tentang Tata Cara FEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 431); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15
Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);

6 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor );

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 .

BAB |
KETENTUAN UMUM
' Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.

2, Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera

Selatan.
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3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Sumatera Selatan.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan

pengawasan keuangan daerah.

7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai
petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam

penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi

Pemerintah.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan

Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026

direncanakan sebesar Rp9.639.432.188.404,00 (sembilan

triliun enam ratus tiga puluh sembilan milyar empat ratus tiga

puluh dua juta seratus delapan puluh delapan ribu empat

ratus empat rupiah) yang bersumber dari :
\

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.,




Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

(3)

)

(5)

Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar

Rp5.132.383.462.643,00 (lima triliun seratus tiga puluh

dua milyar tiga ratus delapan puluh tiga juta empat ratus

enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah)

yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
dan

d. Lain-Lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah;

Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp4.071.314.046.831,00 (empat

triliun tujuh puluh satu milyar tiga ratus empat belas juta

empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh satu

rupiah);

Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp5.536.107.400,00 (lima

milyar lima ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh ribu

empat ratus rupiah);

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan
sebesar Rp402.588.135.087,00 (empat ratus dua milyar

lima ratus delapan puluh delapan juta seratus tiga puluh
lima ribu delapan puluh tujuh rupiah);

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp652.945.173.325,00 (enam ratus lima puluh dua milyar
sembilan ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh

tiga ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah).



Pasal 5

Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf b direncanakan sebesar Rp4.502.863.914.041,00 (empal

triliun lima yang terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat.

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal S huruf c direncanakan sebesar

Rp4.184.811.720,00 (empat milyar seratus delapan puluh

empat juta delapan ratus sebelas ribu tujuh ratus dua puluh

rupiah) yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan
sebesar Rp9.747.926.839.611,00 (sembilan triliun tujuh ratus
empat puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh enam juta
delapan ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus sebelas
rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

c. Belanja Tidr:tk Terduga; dan

d. Belanja Transfer.
Pasal 8

(1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a direncanakan sebesar Rp5.401.786.299.958,00
(ima triliun empat ratus satu milyar tujuh ratus delapan
puluh enam juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu

sembilan ratus lima puluh delapan rupiah)
atas :

yang terdiri
a. Belanja Pegawai;

b. Belanja Barang dan Jasa;

c. Belanja Subsidi

d. Belanja Hibah;
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(2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp3.152.486.058.025,00
(tiga triliun seratus lima puluh dua milyar empat ratus

delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu dua

puluh lima rupiah);

(3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.859.950.706.450,00
(satu triliun delapan ratus lima puluh sembilan milyar
sembilan ratus lima puluh juta tujuh ratus enam ribu
empat ratus lima puluh rupiah);

(4) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl.675.000.000,00 (satu
milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);

(5) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp387.674.535.483,00 (tiga ratus
delapan puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh empat
juta lima ratus tiga puluh lima ribu empat ratus delapan
puluh tiga rupiah).

Pasal 9

(1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 8 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp3.152.486.058.025,00 (tiga triliun seratus lima puluh
dua milyar empat ratus delapan puluh enam juta lima

puluh delapan ribu dua puluh lima rupiah) yang terdiri
atas :

a. Belanja Gaji'dan Tunjangan ASN;
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;

o

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

e

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH;
. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD
KDH/V/KDH;

serta

f. Belanja Pegawai BOS;
g. ‘Belanja Pegawai BLUD;
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(2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud

)

=

(5

(6

(7

—

~—

~

pada ayat () hurat o direncanakan  sebesar
Rp 1831 720,508 335,00 (satu triliun delapan ratus  tiga
puluh satu milyar tuyjuh ratus dua puluh juta ima ratus
enam puluh delapan ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah):

Belanja  Tambahan  Penghasilan  ASN  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurut b direncanakan sebesar
Rp1.190.474.371,230,04  (satu triliun  seratus  sembilan
puluh milyar empat ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus

tujuh pultth satu ribu dua ratus tiga puluh rupiah empat

sen);

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan  sebesar
Rp52.568.922.800,00 (lima puluh dua milyar lima ratus

delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan

ratus rupiah);

Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp251.437.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta empat

ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf

direncanakan sebesar Rp8.260.175.103.06 (delapan milyar

dua ratus enam puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu

seratus sembilan puluh tiga rupiah sembilan puluh e
sen);

nam

Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp58.791.608.400,00 (lima
puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta

enam ratus delapan ribu empat ratus rupiah);






